BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Muna Barat dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5561);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Baerah
Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA BARAT



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten
Muna Barat;

Bupati adalah Bupati Muna Barat;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Muna Barat;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

8 Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

10. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Dinas Pengendalian
izniuduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

ak.
11. 183:1?;3551? :;{d:;llah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas Pengendalian
Py » Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

12. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Pengendalian Penduduk

o nbkw

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A

(5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di Laworo Kabupaten
Muna Barat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4
(empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua)
subbagian. :

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 4

(1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
b. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan
Pemenuhan Hak Anak
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;



3)

(4)

(S)

(6)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Seksi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan

b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas
Lapangan KB dan Kader KB

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi pada Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Seksi Jaminan ber-KB

b. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi

b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum

c. Seksi. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Seksi pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus

Anak dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasn Anak

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Data dan Informasi Anak

Pasal 5

Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) pimpin oleh
sekretaris.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Dinas.

Pasal 6

Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Subbagian.

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.



Pasal 8

(1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6),
dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat
secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 11

Untuk dapat melaksankan tugas pokok dimaksud maka Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

c. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan
bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
fungsinya.



Paragraf Pertama

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

(1)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Membantu Bupati
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang PP dan PA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

j

k. Penyelenggaraan urusan

Perumusan kebijakanteknis bidang pengendalian kuantitas penduduk
dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengendalian
kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
Pelaksanaan pemanduan dan sonkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian
kuantitas penduduk dan KB;

Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB
dan kader KB;

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat

kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB; . o
Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta if;nrzz:
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan

ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

. . nal:
inaan kelompok jabatan fungs1.on ;
e e kesekretariatan.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat D;j
t Dinas Pengendalian Pend
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlinrcllul::?gil:l’ AKnealukarga

Pasal 13

1 . . .
(1) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

(2) gghm melaksanalfan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
mas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fung;i: 4
a. (l;elakat;.lanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas PP, KB, PP dan PA
aerah;
b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian
hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat; ’
d. Peqyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi , tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Pasal 14

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan
kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk,
system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang

pengendalian penduduk dan KB;
b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk,
system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang

pengendalian penduduk dan KB;



(1)

(2)

-0

500

. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pengendalian

penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB;
Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB;
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengndalian penduduk,

system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan KB;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk,

system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan KB

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud
pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan
teknis bidang pelaksanaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang KB,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

w© ™M

. Pelaksanaan kebijakan teknis daer

Perumusan kebijakan teknis daerah bidang KB, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; .

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah Dbidang KB, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan penyelenggaraan norma, norma, standar' prosedur dan
criteria bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; o ton
Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian
pendistribusian alat dan obat konstrasepsi daerah;

h.
Pelaksanaan pelayanan KB daerah; . ; ketahan remaja;
o is daerah bidang pembinaan ke i ’
Pelaksanaan kebijakan teknis ah bidang bina keluarga lansia dan

1I.D(i:ll::kaz:smaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga

j i ikro keluarga;
sejahtera melalui usaha m '
Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB .dae.rah, -
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang ,

kesejahteraan keluarga;



(1)

(2)

k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;
1. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala
dinas dalam mengkordinasi,memfasilitasi,merencanakan dan
mengembangkan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan,
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mengenai perlindungan
perempuan serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial , politik hukum
dan kualitas keluarga ;

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;

c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksaanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga ;

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis adan supervise penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendfer dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
biadang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analidsis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, social, politik
hukum dan kualitas keluarga:

10



i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan .kebijakafn pengm'np.ulan,

. isi :on data dan informasi gender di bidang
—— anahSIStﬂialf lf:ny?:ln kualitas keluarga;
omi, sosial, politik hokum )

je g:::;iapan perumusan kajian kebijakan _ pengumpgh;}& Penegl:(l)f:;’
analisis dan penyajian data dan ix;formasx gender di bidang )

sial, politik hukum dan kulaitas ke uarg?.; . B

k. s1;’(()¢ny1'a11):.an koordinasi dan  sinkromsasal penerapafil licxel?gjrar.::nSi
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dat.a an ;
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukurg dan Fuahtas keluarga ,1

1. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu81. kebljak'an pengufnp.u an,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; .

m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise, penerapan
kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang ekonomi, social, politik, hokum dan kualitas keluarga;

n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;

p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan,
peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak hak;

q. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan,
pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, social, poltik, hokum dan kualitas keluarga.

Pasal 17

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan
Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1)
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi,
memfasilitasi, merencanakan dan mengembangkan = pelaksanaan
Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan
Hak Anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang.
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Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan forum koordinasi, penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuaan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdangan orang.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penangan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam

12



situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemeberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peneraoan kebijakan di
bidang pencegahan dan penganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
Pemantauan, anlisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagngan orang.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak.
Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang khusus
perlihndungan anak.

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang khusus perlindungan
anak.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan anak.

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak.

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan perempuan dan anak.
Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ff.

il

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak,

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Penyiapan perumusan kebijakan kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya.

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraaan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
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(1)

kk.

00.

PP.

qq.

S8S8.

tt.

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkaithak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

.Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak.

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak
anak.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan anak.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak.

Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pemenuhan hak
anak.

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak di bidang pemenuhan hak anak.
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak.

Paragraf Keempat

Tugas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Pasal 18

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) mempunyai tugas penyusunan
rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan
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(2)

(1)

(2)

pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian
Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:

a. Penyusunan rencana Kkegiatan operasional sesuai dengan bidang
tugasnya,;
Pendistribusian tugas — tugas kepada staf;
Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan
anggaran belanja tidak langsung;
Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai
lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan
pertanggungjawaban keuangan;
Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan
keuangan,;
Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
Pelaksanaan penghapusan barang;
Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

"o oo

=

pd e
.

vOoBRETRT

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4
(empat) ayat (2) melakukaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai;
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
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Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian,;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai
dengan tugasnya.

= R

Gt

Paragraf Keempat
Tugas Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

Seksi Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4
(empat) ayat (3) mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasidan penggearakan

Pasal 21

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dan
Kader KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas
Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi
pendayagunaan penyuluh KB/petugas lapangan KB dan criteria;.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaiman dimaksud
pada ayat 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk
dan informasi keluarga

Pasal 23

Seksi Jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4)
mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
criteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB
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Pasal 24

Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat)
ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,

prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-
KB.

Pasal 25

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal
4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard an criteria
serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5)
mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaaan perempuan di bidang ekonomi;

c. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan  kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi;

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpula n, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gendeSr di bidang
ekonomi;

j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
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Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi;

Penyajian fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi;

Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomij;\
Penyiapan standarnisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi dan;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang ekonomi.

Pasal 27

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat)
ayat (5) mempunyai tugas:

a.

b.

Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial,
politik dan hukum,;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang social,
politik dan hokum;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuandi bidang social,
politik dan hokum;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pelaksanaan pengurutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang social, politik dan hokum;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuandi
bidang social, politik dan hokum;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan
penyajian data dan informasi genderdi bidang social, politik dan hokum;
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Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
social, politik dan hokum;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang social, politik dan hokum;
Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
social, poltik dan hokum;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
social, poltik dan hokum;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang social, politik dan hokum;

Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang soasil, poltik dan
hokum;

Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
di bidang social, politik dan hokum;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang social, politik dan hukum.

Pasal 28

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal
4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas:

a.

b.

Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan genderdan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas
keluarga;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas
keluarga;
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e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas
keluarga;

f. Penyiapan bahan pemberian pembimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang kualitas keluarga;

h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kualitas
keluarga;

j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang kualitas keluarga;

k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
kualitas keluarga;

1. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
kualitas keluarga;

m. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang kualitas keluarga;

n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan
Hak Anak;

o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang kualiats keluarga.

Pasal 29

Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan sebagaimana

dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;
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Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dala situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

Penyiapan forum koordinasipenyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tanga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan erempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
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perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalm situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalm situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagngan orang;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

Penyiapan forum  koordinasipenyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, anisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
perempuan;

. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan perempuan;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang perlindungan perempuan.
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Pasal 30

Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasn Anak sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas:

a.
b.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
Penyiapan forum koordinasi penyusunankebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus anak;

Pemantauan, analisis, avaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusikebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan khusus anak;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, anlisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang perlindungan khusus anak.
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Pasal 31

Seksi Pemenuhan Hak Anak Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud
pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan anak terkait hak sipil, informasi
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan , kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anakterkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan dintribusi kebijakan pemenuhan hak anak

terkait hak sipil informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,
non pemerintahdan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan linkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan anak;

25



Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
haka anak;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan anak;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenhuhan hak anak.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BABV
TATA KERJA
Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok

()

(3)

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten
wajib melaksanakan pengawasan melekat.
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Pasal 24
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas
kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk
mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-

kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural
dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten, berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan jabatan eselon Iib
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan jabatan eselon
Illa atau jabatan administratif.

Kepala Bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten merupakan
jabatan eselon IIIb atau jabatan administratif

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten
merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas.

Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk,
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KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kabupaten Muna Barat.

(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor......
Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.
Pasal 45

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
Daerah dan/atau Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Muna Barat.

Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

aworo

Ditetapkan gi

Diundangkan di Laworo

1~2017

SEIN TALI, M. Pd
tama Muda/Gol. IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ! 7
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